
BUPA冒霊INDRAMAYU

PROVINS重JARA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 27.B TAHUN 2020

TE NTAN G

RENCANA INDUK KBI」TBANGAN

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 202 1-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang　: a. bahwa untuk melaksanakan Pe蝶虹uran Menteri

Dalam Negeri Nomor 17　Thhun　2016　tentang

Pedoman Peneli也m dan Pengembangrm di

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah, Bupa缶menetapkan keb鵡akan Penguafan

Kelitbanggm di Kabupaten Indramayu ;

b. bahwa berdas劃血an I鳩血bangEm Sebag埠i皿ana

dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Perlu

menetapkan Peratura皿Bupa也tentang Rencana

Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun

202 l-2025.

Mengingat　　: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lin産ungan陣opinsi Pjawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968　tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengEm

mengubah Undang-Undang Nomor 14　Tahun

1950　tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Hawa

Barat (Lembaran Negara RepuわIik Indonesia

Tahun 1968　Nomor　31, Tambal垣n Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 285 1) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia T!血un∴ 2014　Nomor　244, TaLmbahan

Lemba鰯Ln Negara Republik Indonesia Nomor



5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor　23　船hun　2014　tentang

耽merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2015　Nomor　58, Tambahan

Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor

5679);

3. I℃raturan Pemerintah Nomor　38　Tahun　2017

tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2017　Nomor　206,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No調重6123);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2016　tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan

Peme正ntahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9

Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Indrama3Ⅲ

(Lembarzm Daerah Kabupaten Indramayu Tahun

2016 Nomor 9);

7・ Peratu髄m Bupati Indranayu Nomor 59　Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Ke寄a Badan

Perencanaan Pembangunan,　Peneli缶an dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan　:　PERATURAN BUPATI TENThNG RENCANA INDUK

KELITBANGAN KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN

2021-2025

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :.

1 ・ Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati　議oagai unsur

penyelenggara peme血tahan daerah yang memimp血pelaksanaan

umsan pemerintahan yang mertjadi kewenangan daerah btonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan p調nsIP

OtonOmi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

RepubⅢ〔 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Thhun 1945.

4. Bupa屯adalah Bupati Indramayu.

5・ Badan Perencanaan Pembangunan, Penel弛an dan Pengembangan

Daerah yang selar可utnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah

yang mempunyal kewenanggm dalam urusan pemerintahan di

Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah.

6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data,

dan k割賦帽皿g楓n yang berkaltan deng埠n Pemahaman dan pembu地m

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di

bidang ilmu pengetahuan dan teknoIogi yang terkait dengan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan

dae隠h.

7・ Pengk勾ian adalah penelitian terapan yang bert可uan memecahkan

PermaSalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk

mencapai tujuan jangka meneng牟h dan jangka par寄ang lembaga

yang te止血t dengan penyelen幾5araan Peme轟ntahan dalan negeri

dan pemerintahan daerah.

8. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknoIogi

yang bert可uan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan

yang terbukti kebenar劃nya untuk meningkatkan血ngsi, manfaat,

dan aplika料址nu pengetahuan yang telah ada, a鮭m menghasi鵬an

teknoIogi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan

dalam negeri dan pemehntahan daerah.

9. Perekayasaan adalah ke産地m penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk

menghasilkan nilai, Produk, dan/atau proses produksi dengan

mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks

teknikal, fungsional, bisnis, SOSial budaya, dan estetika yang tehait

den読m penyelenggaraan peme血tahan dalam negeri dan

Peme轟ntahan daerah.

10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, Pengembangan,

dan/atau ilmu pengetahuan dan teknoIogi yang telah ada ke dalam

keg血tan perekayasaan, inovasi, Serta di血si teknoIogi yang terkait

dengrn penyelenggaraan pemerintahan dala皿　negeri dan

Pemerintahan daerah.

1 1. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu pro埴1k keb主jakan,

model, atau Sistem kerekayasaan yang telah melalui proses

PeneraPan, nelalui kegiatan　霊場ndamping埠n dan supervlSl guna

modi範kasi dan penyempumaan yang terk料t dengan penyelenggaraan

Peme血tahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.



12. Evaluasi Keb竜akan adalah suatu proses penilaian yang sistematis

melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan keb主jakan/program

dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh

rekomendasi dan penyempumaan yang terkait dengan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan

daerah.

13. Kegiatan penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan,

Pene重apan, PengOPeraSian, dan evaluasi keb萄akan yang selar互utnya

disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan

menghasilkan pemahaman/Cara baru dan/atau mengembangkan

PeneraPan Praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan

teknoIogi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeh.

14. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna

mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek

kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber daya manusia, Serta Sarana

dan prasarana.

15. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali,

disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan

Pendeka任m tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang

bersifat kuantitatif,　kualitatif,　mauPun eksploratif untuk

mene隠血g車m Pembuktian gejala alam dan/atau gejala

kemaayarakatan tertentu.

16. TeknoIogi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang

dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu

Pengetahuan yang menghasilkan n組ai bagi pemenuhan kebutuhan,

kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

17. Sistem Aplikasi Kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknoIo由

informasi yang terkoneksi dengan intemet dan dikelola serta

dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.

18. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan

Penelitian, Pengembangan, PeneraPan, Pengkajian, Perekayasaan,

dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan

Praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara

baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknoIogi yang telah

ada ke dalam produk atau proses produksi.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selaI可utnya

dis血gkat RRJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

Periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Ke轟a Pemehntah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode l傘やatu) tahun.

21. Anggaram Pendapatan dan BelaI事a Daerah yang , Selaqjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Peme血tah

Daerah Kabupaten.



22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak

kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang

berguna untuk manusia.

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pas軸2

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen acuan kegiatan

Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, PeneraPan, Perekayasaan,

PengOPeraSian dan evaluasi kebijakan di Kabupaten Indram郷γu Tahun

2021-2025, yang memuat ke坤akan kelitbangan, kegiatan-kegiatan

kelitbangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RRJMD

Kabupaten.

Pas瓢3

(1) Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 202 1-2025

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 merupakan :

a. salah satu landasan dan pedoman operasional kegiatan

kelitbangan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana

KeIja (Rer可a) Tahun Anggaran 2O2 1-2025; dan

b. salah satu acuan kegiatan kelitbangan bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten dalam penyusunan Rencana Kく坤a Pemerintah Daerah

(RKPD), Serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belar竜a Daerah

(RAPBD) Kabupaten Indramayu Tahun Ang轡aran 202 1-2025.

(2) Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2O2 1-2O25

sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 tercantum dalaLm lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII

KEBIJAKAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK KEIJTBANGAN

Pasa1 4

(1) Kebijakan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Daerah

Kabupaten dilakukan dengan penyusunan Rencana Induk

Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 202 1-2025, yang memuat:

a. kondisi kelitbangan saat ini;

b・ tantangan dan peluang kelitbangan;臆∴∴∴宅

C. kondisi kelitbangan yang akan dicapai;

d. arah kebijakan dan strategi penguatan kelitbangan; ‘

e. fokus dan program priohtas kelitbangan; dan

f. rencana kegiatan kelitbangan.



(2) Rencana kegiatan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

humf f mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari

Anggaran Pendapatan dan Belar寄a Negara, Anggaran Pendapatan

dan Bela車a Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Bela垂a

Daerah Kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak

mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam perryusunan RKPD

bidang kelitbangan.

BABIV

PENATAAN UNSUR KELITBANGAN DALAM PELAKSANAAN

RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasa1 5

Penataan unsur kelitbangan Kabupaten Indramayu meliputi :

a. penataan kelembagaan kelitbangan;

b. penataan jaringan kelitbangan; dan

C. Penataan Sumber daya kelitbangan.

Bagian Kesatu

Penataan Kelembagaan Kelitbangan

Pasa16

Penataan kelembagaan kelitbangan Kabupaten Indramayu terdiri atas :

a. penataan lembaga/Organisasi;

b. penataan peraturan perundang-undangan; dan

C. Penataan nOrma/e働{a/budaya.

Paragraf l

Penataan Lembaga/ Organisasi

Pasa1 7

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan ke坤akan kelitbangan Kabupaten

Indramayu, Penataan lembaga/ Organisasi dilakukan dengan :

a. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah yang

membidangi penelitian dan pengembangan daerah dalam membantu

Pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan

Tim Kelitbangan; dan

b. melakukan ke寄asama pemberdayaan kelitbangan deng謡. pemerintah,

Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, 1embaga : Pendidikan

dan/ atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.



Paragraf 2

Penataan Peraturan Perundang輸undangan

Pas粗8

(1) Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap

peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi

Penguatan Peran kelitbangan Daerah Kabupaten.

(2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengka:jian

yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau

mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan

kelitbangan Daerah Kabupaten.

Paragraf 3

Penataan Norma

Pas血9

Penataan terhadap norma/etika/budaya dilakukan dengan cara

mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan

kelitbangan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Penataan Jaringan Kelitbangan

PasallO

Penataan jaringan kelitbangan Kabupaten Indramayu dilakukan melalui :

a. komunikasi interaktif antar lembaga/ Organisasi kelitbangan;

b. mobilisasi sumber daya manusia; dan

C. OPtimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, Sarana dan prasarana

ilmu pengetahuan dan teknoIogi.

Paragraf l

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/ Organisasi Kelitbangan

Pasa111

Komunikasi interak亜antar lembaga/Organisasi dilakukan melalui :

a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terf㌍us, Seminar,

lokakarya, dan kegiatan s匂enisnya;　　　　　　毛

b. merjalin ke句asama kelitbangan antar lembaga/Organisasi

kelitbangan; dan



C. keIjasama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk

Penguatan kelitbangan antar kabupaten/kota, antar Perangkat

Daerah dan antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pas瓢12

Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan menurut kepakaran,

keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia

untuk penguatan kelitbangan Daerah Kabupaten sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi,

Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan TeknoIogi

Pasa工13

Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, Sarana dan prasarana ilmu

Pengetahuan dan teknoIogi dilakukan melalui :

a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;

b. pemanfaatan informasi kelitbangan; dan

C. Pemanfaatan sarana dan prasarana kelitbangan.　　　　　　　　　’

Bagian Ketiga

Penataan Sumber Daya Kelitbangan

Pasa114

(1) Penata息n sumber daya kelitbangan meliputi :

a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan

tematik dan/atau spes縦kasi sumber daya kelitbangan;

b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;

C. Pengembangan struktur dan strata keahlian jer互ang kahr;

d. peningkatan, Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;

e. pemanfaatan data dan informasi; dan

f. pengembangan sarana prasarana ilmu. pengetahuan dan

teknoIogi.

(2) Penataan sumber daya kelitbangan Kabupate竃Indramayu

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)　dilaku車an untuk

meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya kelitbangan

Daerah Kabupaten.



BAB V

PENGORGANISASIAN KELITBANGAN

Pa患a重15

(1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten

Indramayu, Bupa也membentuk Mqjelis Pertimbangan Kelitbangan,

鵬m Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan.

(2) M峯ie虹s Pe血bangan,軸n Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BABVI

DANA PENUNJANG KELITBANGAN DAERAH

Pa幾皿16

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan dana penur互ang

kelitbangan kepada akademisi Perguruan　鵬nggi di Daerah

Kabupaten yang melaksanakan kegiatan ke耽bangan.

(2) Pemberian dana penurもang dilaksanakan sesual dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dana penunjang dibehkan dalam bentuk fiskal dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

INFORMASI KELITBANGAN

Pa援心17

(1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan

menyediakan血formasi kelitbangan daerah.

(2) Informasi kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bert葛ぜuan untuk meningl輸血駿n kine竜a penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Peningkatan pelayanan publik, dan

Peningkatan potensi sumber daya daerah.

(3) Informasi kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelola dalam sistem血fomasi Pemerintah Daein宣1 Kabupaten.

"‾

肇翌



BABVII喜

KETENTUAN PENUTUP

Pa議連18

Peraturan Bupa也ini mulai beriaku pada tar堰g勘diundangkan.

Agar“ setiap orang m弧getahuinya, meme正ntahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini den留m penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu

pada tan鎚画し　重鎮詰ま　　2020

¥ ¥ミ呈呈費∴/

Diundang慶m di Indramayu

Pada tanggal∴6舞r主上2完L:

SEKRRTARIS DAERAH KABUFATEN INDRAMÅYU

細面髄

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN　2020　NOMOR: 27.垣


